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TENTANG
pE[iBERtAN laN PENolRlAtlloPERASlO]lAL UADRASAH ItsTIDAIYAH SWASTA (l[B]

AT.TAQWA iiALIFUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YAiIG iiAHA E$A

}iEHTERI AGAITA REPUBLIK II{DO}IESIA

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu

memberikan kesernpatan masyarakat metalui organisasi berbadan hukum untuk

menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasionallpendirian madrasah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan initelah habis;

c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampinan Keputusan ini telah memenuhi

persyaratan perpanjangan izin pendirianloperasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan

c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang

Pemberian lzin Pendirian/Operasional Madrasah lbtidaiyah Swasta {MlS) At-Taqwa

Malifut.

; 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sislem Pendidikan Nasional;

2. Undangundang Nomor l4tahun 2005tentang Guru dan Dosen;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan

Dasar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikau

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang $tandar

Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah AtaslMadrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

Standar Pelayanan Minimal Pendidilran di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun

2010 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan

dan Standar lsi Pendidikan Agama lslam dan Bahasa Arab di Madrasah;

ll.Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan

Pengawas Pendidikan Agama lslam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan MenteriAgama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Mentefi Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengaras

Pendidikan Agama lslam Pada Sekolah;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

lnstansi Vertikal Kementerian Agama;
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l3.Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun z0t6 Tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor g0 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan

Pendidlkan Madrasah;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang

diselenggarakan oleh Pemerlntah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan
oleh Masyarakat;

15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang
PetunJuk reknls Pendirian Madrasah ydng dlselenggarakan oleh Masyarakat;

l6,Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang
PetunJuk Teknls PerpanJangan lzln Pendirlan Madrasah, Penerbltan $urat Keputusan
Pengganti lzin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan
Kerusakan Dokumen lzln Pendlrlan Madrasah.

MEUUTUSKAil

KEPUTUSAN IIENTERI AGAI'A REPUBLIK INOONESIA TENTANG PEi'BERIAN IZIN
PET{DIRIAN'OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (I,tI$}AT.TAQWA MALIFUT.

Memberikan pepanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah
sebagaimana tercantum dalam lampitan yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl
keputusan ini,

Pemberian izin operaslonal sebagalmana dlmaksud dalam Dlktum KE$ATU dapat
dicabut apabila madnasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan inl mulal berlaku pada tanggal dttetapkan

Dltetapkan dl :Sofifi
pada tanggal ;23 Mei 2019

A.N. M

I€PALA IAN AGAMAKEMENTER

T

Tembusan:

1, Yth, Sekjen Kenenterian Aganra Rl, Jakarta;

2. Yh, lnspek&r Jenderal Kennnterian Agama Rl, Jakarta;

3. Yfr, Dirien PendkJikan lslam Kementerian Agama Rl, Jakartal

4. Y$, KPPN Tobelo, Tobelo;

5, Yfi, Kepala Kantor Kenenterlan Agann Kabupaten Halmahera Utara, Tobeb;
6. Y$, Masing-masing pihak yang bersangkutan untuk dilaksanakan,


